BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

ﬁ elangsmampu memberikan

enterian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat sudah memenuhi teori
akuntabilitas. Dilihat dari pertanggungjawaban kepada semua pihak
melalui tanggungjawab panitia lelang terhadap semua proses persiapan

hingga proses terakhir pembuatan risalah lelang, yang berjalan sesuai



dengan sistem dan prosedur sehingga tidak menimbulkan kekacauan

ataupun kekeliruan informasi,data,dan kelengkapan kegiatan.

(2) Teori Transparansi

seluruh lapisan

antara pelaksanaa dan

informasi yang di hutuhian daripanitia se Ingga
para peserta lelang tidak ada yang ditutup-tutupi. Teori transparansi
digunakan untuk memperlihatkan kepada masyarakat luas tentang kinerja

dan fasilitas pemerintahan dipergunakan sebaik mungkin.



(3) Teori Partisipasi

Lelang yang dilakukan dapat diikuti oleh siapapun dengan syarat

yang telah diatur oleh undang-undang. Dalam proses lelang harus dapat

Peleksanaan lelang yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat bertujuan untuk



mengefesienkan penggunaan barang milik negara serta untuk
mengefesienkan anggaran belanja barang-barang inventaris tahun

berikutnya. Untuk pengefesiensian barang-barang inventaris dilakukan

lelang aset dengan itu pelelangan aset Kantor Wilayah Kementerian

pemerintahan yang baik. Manfaat lelang pun telah dirasakan bagi masyarakat

yang telah mengikuti kegiatan lelang, baik itu penjual maupun pembeli.



Saran

Saran bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sumatera Barat







